YOBUPA!LY S.E0nieyy

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH"HNGKATIISUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERj D NO

5 & :

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 29 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN, 'KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun
1988 yang dirubah pertama dengan Perda
Nomor 18 Tahun 1990 sudah tidak sesual

Tagis;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
diatas, perlu menetapkan dan mengatuy
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

. Undang-undang Nomor 13  Tahup 195

N

kembali tentang kedudukan Keus,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggoty DPP[F;"“
dalam Peraturan Daerah. Dy

: te
tang Pokok-pokok Pemerintahan gj Dy rr'“

rah;

]
tentang  Pembentukan Daera.h—daer-a yj

Kabupaten dalam Lingkungan Proping;
Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor & Tahun 1974 ten-

tang Pokok-pokok Kepegawalan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tghyp

1975 tentang Pengurusan, Pertanggung_
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daergp

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusun

a{l Peraturan Tats Tertib Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwékilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo.
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MEMUTUSEKAN

yenetapkai PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

IT SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT I1 SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

a.

. Uang kehormatan ialah tunjan

+ Tunjangan komisi ialah,

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II
Sukoharjo; '

DPRD Tingkat II ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jos;

Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggota-

annya dan telah mengangkat sumpah/ janji Perdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan

kepada Ketua dan Anggot DPRD setiap pulan sehubungan
degan kedudukannya;

gan jabatan yang diberi-

kan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan

dengan jabatannya 3

tunjangan yang diberikan

i kretaris
setiap bulan kepada ketua,Wakil Ketua dan Se

Komisi ;
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h.

. Dana penunjang jalah, dana

‘ iharikan kepada Pimni
Uang Paket ialah uang yane diberike : mp

- ~tiap hari menghadiri rgp,,
ar ota DPRD untuk setiap ) Pat.
i;;a%n%%RD yang sah termasuk uang UanE TEPEL, uap
pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;

yang disediakan Untuyy
menun jang kegiatan DPRD:
Tunjangan Purna Bhakti ialah, tunjangan yang diberj_

kan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD+ stelah akhip
masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atay

meninggal dunia.

Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggotg

DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atay.
mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpi-
nan dan Anggota DPRD. \

(2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota

DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, di-
berhentikan atau meninggal dunia.
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RAR 17

SRUKTUR BIAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

uang Representasi
Pasal 3

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bhagi :

9. Ketua Rp. 210.000,-/bulan/orang.
b. Wakil Ketua Rp. 180.000,-/bulan/orang.
c. Anggota Rp. 100.000,-/bulan/orang.

(2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD di-
berikan tunjangan Keluarga dan tunjangan %a;nnga
menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4 |
g kehormatan ditetapkan bagl :
Rp. 200.000,-/bulan/orang.
Rp. 175.000,-/bulan/orang

Besarnya Uan,
a. Ketua
b. Wakil Ketua
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Baglian Ketiga

Tun jangan Komisi

Pagal 5

Bosarnya tun jangan Komisl ditetapkan bagi

e Ketua Komisi Hp. 2"-"“””’—”)”’]”‘r’/r”'?i.rjr,
b. Wakil Ketua Komisi Itp. 2”'()()”’"/b'””’”/‘JT"A,n:
CooSekretaris Komisi Hp. 15.000,—/bU1&ﬂ/0ran;.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

Besarnya Uang Paket "bagi Pimpinan dan Anggota Dppp
adalah sebesar Rp. 100.000,-/bulan/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalan Dinas

Pasal 7

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan
perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya per-
Jalanan dinas yang berlaku Peawai Negeri Sipil golng
an III PGPS Tahun 1968.

(3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalan-
an dlnag sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
di sesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi

Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten.
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)peni-n-;lﬂ'u"l'“] _'I(l.l.'],lm W‘| layah [Buikest o e

( diber,l.kn.n dalaya perialanan !“””“., Abupa tey Lidak

\) ) . F, Y ! ’ ry 4 ' ’ }

( pindah k(}‘ [bukota l’mplnm/lJ:u-r':sh [at arus
Khusus _I )Hk()(..l/}(:ll’)”]’)il(,(q,/K(”;lm;”hl/ Limews /Daer
gnat  diberhentikan dengan hormg l""'(ll, r_l;,”" Atan
diberikan perjalanan pindah yang h} o
kan dengan ketentuan yang })(,,r.f,”,”"
Negeri Sipil dan yang ber)aky i Kahup

,|:rh:ti:|r|nf,frn

. Darla
Jahat Arnnya ,
"’:rl."f'{t ] BSOS |
)4 E;I _[J('.g'—) W
aten,

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai
Negeri beserta keluarganya, diberikan bantuan beru-
pa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan
perawatann Dokter sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-
bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pe-
gawai Negeri Sipil beserts keluarganya,biaya peme-
riksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku
ketentuan sebagaimana terhadap- Pegawai Negeri
yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan
bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya

adalah Rp. 25.000,-/bulan/orang.
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Pagal 10

(1) Apabils ada Pimpinan dan Anggota DPRD vang ety
dunin. kepada ahli warisnya diberikan M,MJ“'TH
kesnatinn sebanvak 3 (tiga) kali Uang Reprege, s
dan A ‘Yi'lhi In men |‘|§Iﬂ§'1‘1 dunia didalam H‘I(‘T'l.jﬂ | -irt.lf-‘] 4
tughs, diberikan tunjangan kematian  gehgpy,, l‘

w[lr
(enam) kali Uang Representasi. '

(2) H"]::\.\';:; pengangkutan Jenazah i\ngghfﬂ DPRD ke "-‘-mr.:a;
kediaman semila sampai ketempat pemakamarn , men jad;
oS

beban  Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan

Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumap
jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan

term asuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan
gas.

Apapi}a Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti
dari Japatnnya,.maka rumah jabatan termasuk barang-
barang inventaris hafus dikembalikan dalam keadaan

baig kerada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban
dari Pemerintah Daerah, )

(3) Bagi_Pimpinan DPRD  yang belum disediakan rumah
Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan

pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan
standart masing-masing Daerah.
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Bagian Kesemb i lan
Sarana  Mohi itasn

Pasal 12

pimpinan DPRD selama memangl, jabatay

{ 1ﬂda' — . , dis 5 i
M\l\ ‘-‘:(—‘l)llﬁh kendaraan dinas Sesuai  reng in e "n- z:l -
i = ] -l CIMAIMEN 131
kat gan Paerah dan Ketentuan yang Ber]ak,

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan paka
an dinas berikut atributnya berupa :

_ PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali serahun.

- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.

- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 3
(1lima) tahun.

Bagian Kesebelas

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
DANA PENUNJANG

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan ke-
Sejahteraan sebesar Rp. 122.500,- (seratus du puluh
dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1

‘

i ' DPRD dapat disedj

tuk menunjang kegiatan Japs akan .

gzmljﬁjang yejmg dikelola oleh Pimpinan DPRD, da,
iang dimaksud ayat (2) p ,

Besarnya dana penunjang : ) Pasa] ;

adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rUp;ZQ)

pertahun.

Perubahan plafon tersebut ayat (3). Pasal jp
tetapkan herdasarkan keputusan Pimpinan DPRD at
persetujuan Bupati Kepala I?aerah sesuai Pedomy
dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengyy

1 di.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masy
Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atay
meninggal dunia, diberikan tunjangan purna bhakti
sesuai dengan masa bhaktinya.

Tun jangan Purna Bhakti dibiayayai APBD dan dikelola
Yayasan Purna Bhakti.

Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
akan diatur tersendiri dengan Permendagri.

KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 16

ggota DPRD yang herstatus sebagai
2 : harus memilih salah satu antara
8aJl yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri atau
?igg Representasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah

Pegawai Negeri,
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.\qu]‘lﬂ yang 1:)(*1‘3:111;:1(11&,,
AP é

9) Ne zeri sedangkan Jumlg

! o
Scnm;j’1‘(-1‘“;2;“{‘31:?D:}C]any“ 7 ,r‘l Aar i"lj:”“; Pe ,(,"“ i
ang Representasi dengap ga,jin i n Mbahg, r:ﬁ!,:,:]j!l f
] Apabila yang bersa-”gkut;m |
(3 yegeri sedangkan jumlahn. ilih 4. ..
Neg i d]nya sama . g1 Poga.
gari Uang Representasi, p, MM atay  jop, 8w
gaJjl: " anya nf,‘rnr-rilgl;iiu!
BAB v
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Sambil menunggu ditetapka
Dalam Negeri tentang tUI;lJanrflgy;l lgill:aturan Menteri

a. Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya 6 (enam)

bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali
Uang Representasi ;

- Bagi  Anggota DPRD yang masa Bhaktinya belum

mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan
penuh;

o Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6
(enam) kali Uang Representasi.

2 galajn hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang
oNghargaann sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
N1 diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

———
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pAB V!

KE’I‘ENTUAN PENUTUP

pasal 18

h ini, maka Ppe
Dengan berlakunya b Tingkat II Sukohar jo N%;ird_‘

" r en Daer
Daerah Kabupaten dudukan Keuangan Ketus, o

entan '
ﬁﬁg ;228 A;ggoa{agl)ewan perwakilan Rakyat Daerap g i]
el

' ' ahi.
aten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo yang dirubah ertan
lpiali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Mo
11 Sukoharjo Nomor 18 Tahn 1988 tentang Kedudukan g,
angan Ketua, Waki

€u-

1 Ketua dan Anggota Dewan Pemakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Dagrah Tingkat II SUkOharjo,
dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pasal 19

I‘n,

o e e g e s e P

FORp—

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundare :

kan s

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mamerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo. : ‘

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAFRAH BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN DARRAH TINGKAT II
SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA
ttd Lid

 DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

pengan Keputusan Gubermyr
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari ]99] No. 188. 3/6]/]99]

 An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH. TII\IGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

.~ Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 Tanggal 25 Maret 1991 Seri D No. 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

TR

Dxrs, SOET{IPTO
NIP. 500031518
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